
  

 

 

 

 

 

BUPATI  SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI  SIDOARJO 

NOMOR 94 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  : bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya peraturan 

daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung, maka dalam 

rangka tertib administrasi penyelenggaraan layanan 

persetujuan bangunan gedung, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Persetujuan 

Bangunan Gedung; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 

Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6725); 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 6398); 

9. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik inodnesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23   Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245              

Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5615); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021          

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 6618); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2021 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28          
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 

18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10            
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian 
Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1280); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80              
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7                
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8               
Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian-Bagian Jalan Kabupaten (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo 
2. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sidoarjo. 
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 



4. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada 
pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai 
dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 
Pasal 2  

(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan 

Gedung meliputi membangun baru, mengubah, memperluas,  mengurangi, 
dan/ atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung 
harus mendapat Persetujuan Bangunan Gedung dari Dinas. 

(2) Pengajuan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan 

Gedung. 
 

Pasal 3 

Persyaratan dan tata cara Persetujuan Bangunan Gedung berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

(1) Pemberian layanan Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan Retribusi 

sebesar Rp. 0 (nol rupiah). 
(2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung.  
 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 
 

 

                                                             Ditetapkan   di   Sidoarjo 
                                                             pada tanggal 27 Desember 2021 

 
     BUPATI SIDOARJO, 
 

                ttd 
 

                    AHMAD MUHDLOR 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 27 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 
 

         ttd 
 
 

ACHMAD ZAINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 95 
 
 

NOREG PERBUP :  94 Tahun 2021 


